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BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh

kesimpulan sebagai baerikut:

1.

Variabel Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), dan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (X3) secara simultan berpengaruh
terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Kupang.

Variabel pajak daerah (X1) tidak berpengaruh terhadap belanja modal,
retribusi daerah (X2), dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Kota Kupang.

Koefisien Determinasi (R?) sebesar 0.8403 artinya sebesar 84.03% variabel
terikat belanja modal mampu dijelaskan oleh variabel-variabel independen
pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah (X3). Sedangkan 15,97 persen sisanya dijelaskan oleh variabel-
variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nilai Adjusted R? tersebut
menunjukkan hubungan yang kuat anatar variabel dependen dan indepnden

yang mempengaruhinya.
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Saran
Dari hasil penelitian, maka diberikan saran sebagai berikut

Kepada Pemerintah dinas pendapatan daerah (Dispenda) diharapkan terus
menggali pendapatan asli daerah sehingga penerimaan pajak daerah,
retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah selalu
meningkat.

Kepada pemerintah dinas pendapatan daerah diharapkan terus menggali
potensi yang ada dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan
kepentingan umum sehingga program yang dilaksanakan dari hasil
pendapatan asli daerah lebih berdampak lansung bagi masyarakat.

Peneliti berharap, untuk penelitian selanjutnya mampu memberikan dan
mengembangkan penelitian dan mengembangkan variabel variabel bebas
terkait dengan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal

Pemerintah Kota Kupang.
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